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Abstrak
 

Fokus dari penelitian ini adalah pada terbitnya sertipikat ganda yang dalam kenyataannya telah memicu

terjadinya sengketa, seperti yang ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung No 1693 K/Pdt/2018. Hal

tersebut menjadikan pemegang hak atas tanah yang sebenarnya tidak terlindungi, walaupun sertipikat

sebagai tanda bukti hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat yang telah dimilikinya. Oleh karena

itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang perlindungan hak dan kepastian hukum

bagi pemegang sertipikat hak atas tanah yang sebenarnya terkait terbitnya sertipikat ganda dan penyelesaian

sengketa mengenai status tanah dan/atau pemegang hak atas tanah sebagai akibat dari adanya sertipikat

ganda. Dalam penelitian ini, metode yang dipergunakan adalah yuridis normatif. Adapun pengumpulan

datanya dilakukan melalui studi dokumen (kepustakaan). Data sekunder yang diperoleh, dianalisis secara

kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

sebagai dasar dari Hukum Tanah Nasional tidak secara jelas memberikan perlindungan tersebut. Namun

peraturan pelaksananya yaitu PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 32 ayat (2)

memberikan perlindungan melalui lembaga rechtsverwerking. Majelis Hakim dalam Putusan a quo juga

menguatkan perlindungan semacam itu. Dengan adanya putusan tersebut maka BPN cq Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kotamadya harus melakukan pembatalan terhadap sertipikat yang cacat hukum. Adapun

penyelesaian sengketa terkait sertipikat ganda itu sendiri semestinya tidak perlu menggunakan mekanisme

litigasi karena dapat diselesaikan langsung di Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan Peraturan Menteri

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 21 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

yaitu dengan melakukan pembatalan sertipikat.

......The focus of this research is on the issuance of the dual certificates which in fact have triggered. Land

disputes, as found in the Supreme Court Decision No. 1693 K/Pdt/2018 of the land that has been owned.

Therefore, the problem raised in this research is about the protection of rights and legal certainty for land

rights certificate holders which are actually related to the issuance of dual certificates. In addition, the

settlement of disputes regarding the status of land and/or holders of land rights as a result of the existence of

multiple certificates. In this study, the method used is normative juridical order. The data collection is done

through the study of the documents (library). Furthermore, the secondary data obtained were analyzed

qualitatively. This research found that Act Law no. 5/1960 concerning Basic Agrarian Regulations as the

basis of the National Land Law does not clearly provide such protection. However, the implementing

regulations, namely Government Regulations No. 24/1997 on Land Registration, in particular Article 32

paragraph (2) provides protection through the rechtsverwerking institution. The Panel of Judges in the a quo

Decision also strengthens such protection. Furthermore, with this decision, the BPN cq the
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Regency/Municipal Land Office must cancel the legally flawed certificate. The land dispute resolution

related to the dual certificates itself should not need to use a litigation mechanism because it can be resolved

directly at the National Land Agency in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs

and Spatial Planning/National Land Agency 21 of 2020 concerning Settlement of Land Cases, namely by

canceling the certificate.


